
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 88 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG  

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERIAN 
PERSETUJUAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN 

(HGB DI ATAS HPL) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, telah 
ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 

Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, 

Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah 
Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan 

di Atas Hak Pengelolaan (HGB di Atas HPL); 

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan pemberian
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak

Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL),
maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2022

tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan,

dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah Dalam
Rangka Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di

Atas Hak Pengelolaan (HGB di Atas HPL) sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata

Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Retribusi Pemakaian Tanah Dalam Rangka Pemberian
Persetujuan Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan

(HGB di atas HPL).

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022                

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 6630); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016

Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya

Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota

Surabaya Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021

Nomor 89);

11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2022

tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah Dalam Rangka

Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di Atas Hak

Pengelolaan (HGB di Atas HPL) (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2022 nomor 56).

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN 

WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 
PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH DALAM 

RANGKA PEMBERIAN PERSETUJUAN HAK GUNA BANGUNAN 

DI ATAS HAK PENGELOLAAN (HGB DI ATAS HPL). 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 

55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, 
Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah Dalam 

Rangka Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di Atas 

Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2022 Nomor 56) diubah, sehingga Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Walikota berwenang memberikan pengurangan, keringanan

atau pembebasan retribusi.
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(2) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan nilai 

pokok retribusi paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus 

juta rupiah). 
 

(3) Walikota berwenang memberikan pengurangan, keringanan 

atau pembebasan retribusi dengan nilai pokok retribusi lebih 

dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 
 

(4) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan atau 

pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dalam bentuk Keputusan. 

 

(5) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan 

pada permohonan wajib retribusi. 
 

 

Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Surabaya.  
 

 

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 September 2022 

 

WALIKOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 

ERI CAHYADI 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Diundangkan di ........... 
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Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal 16 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 90 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN 

HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 

Jaksa Madya 

NIP. 19780307 200501 1 004 


